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NOMOR 104 /PMK.05/2020
TENTANG

PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
64 /PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam
rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu
dilakukan penyempurnaan untuk mendukung
pelaksanaan modalitas penempatan dana dalam rangka
Program Pemulihan Ekonomi Nasional agar lebih optimal;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan dengan menggunakan skema
penempatan sejumlah dana pada bank umum mitra
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan
Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan
Pemulihan Ekonomi Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
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Mengingat

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
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Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1745);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENEMPATAN
DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(3)

(4)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya
disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk
pemulihan perekonomian nasional yang merupakan
bagian dari kebijakan keuangan negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada
bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program
PEN yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah
Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam

Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah
melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra.
Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang
negara.

Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
pembiayaan Program PEN.

Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyalurkan
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kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka
mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan
mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
a. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
Koperasi; dan
b. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-
UMKM dan lembaga keuangan.
Debitur non-UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b  merupakan debitur kredit/pembiayaan
konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumabh,
kredit/pembiayaan komersial, dan kredit/pembiayaan

korporasi.

BAB II
PENETAPAN BANK UMUM MITRA

Pasal 3

Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria paling

sedikit:

a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank
Umum;

b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah
Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia,
dan/atau Warga Negara Indonesia;

c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga)
yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang

mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,
berupa:
1. ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha

Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-
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